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LAMPIRAN

Lampiran 1- Pedoman Pengodingan

Codebook

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah

Se-Sulawesi Selatan
2022

Pendahuluan

Semenjak disahkan nya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat
UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik dianggap mejadi salah satu lompatan besar dalam
sejarah Indonesia sebab pada awalnya, paradigma informasi yang sebelumnya serba tertutup dan
di monopoli oleh elit penguasa, kini diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi di sebuah negara demokrasi.

Pada prinsipnya, rakyat berhak tahu apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara maka
dari itu penyelenggara pemerintahan wajib untuk memenuhi nya. Per tahun 2022 UU KIP ini telah
berusia kurang lebih 14 tahun, pengambil kebijakan dalam hal ini Komisi Informasi telah berusaha
keras untuk menjalankan amanat Undang-Undang ini. Terbukti dengan kewajiban yang telah

diselesaikan dan berkelanjutan secara periodik.
Tentang Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menguji kelengkapan dan ketepatan informasi
pada situs web atau website pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi

Publik paling mutakhir yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu Perki SLIP 2021.

Populasi yang ditentukan adalah website Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Selatan.
Namun tidak menutup kemungkinan metodologi yang digunakan pada penelitian ini bisa juga

diterapkan pada seluruh website Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia.

Unit pengumpulan data adalah segala elemen tekstual yang berada pada website
Pemerintah Daerah seperti (1) tulisan, artikel, hyperlink, dokumen; (2) gambar diam; (3) gambar
bergerak; (4) suara.
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1

2)

3)

4)

Ketentuan Umum

Situs Web Pemda dan Situs Web PPID Pemda adalah satu kesatuan objek analisis.
Dalam pengisian lembar coding, coder harus objektif dalam menganalisa dengan
menerapkan prinsip WYSWYG “what you see is what you get” yang merujuk pada

kelengkapan dan ketepatan informasi yang sesuai dengan undang-undang.
Petunjuk Pengisian Lembar Coding

Mengunduh file lembar coding pada pranala berikut ini:
https://bit.ly/AnalisisKelengkapanInformasiKIP

Coder mengobservasi Situs Web Pemda dan Situs Web PPID Pemda selama kurang lebih
30 menit

Salin tautan situs web, masukkan tanggal observasi, nama coder, dan browser yang
digunakan ke coding sheet

Masukkan nilai pada setiap kategori yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

0 = jika informasi tidak dapat ditemukan

1 = jika informasi dapat ditemukan, namun hanya memenuhi sebagian unsur indikator
dan kata kunci, atau informasi dapat ditemukan namun tidak diperbaharui selama 2 tahun.
2= jika informasi dapat ditemukan, memenuhi seluruh unsur indikator dan kata kunci

Untuk penjelasan pengisian nilai pada indikator mengacu pada penjelasan dibawah ini
Penjelasan Indikator

1. Informasi tentang profil badan publik (PB1)
PBI terpenuhi apabila terdapat profil, kedudukan dan alamat, visi & misi, profil
kepala daerah, struktur organisasi, dan E-LHPKN.

2. Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Badan Publik (PK2)
PK2 terpenuhi apabila terdapat ringkasan informasi tentang program atau kegiatan
yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang sudah diolah, lengkap, dan
mudah dipahami atau paling tidak tersedia dokumen utuh Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang terbaru.

3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik (KBP3)
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KBP3 terpenuhi apabila terdapat ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup
badan publik yang sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami atau paling tidak
dokumen utuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang
terbaru

Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit (LKA4)

LKAA4 terpenuhi apabila terdapat ringkasan informasi tentang laporan kenangan yan
telah diaudit yang sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami atau paling tidak
tersedua dokumen utuh Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang terbaru

Ringkasan laporan akses informasi publik (AIPS)

AIPS5 terpenuhi apabila terdapat ringkasan informasi tentang laporan akes informasi
publik pada badan publik terkait yang sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami
atau paling tidak tersedia dokumen utuh terkait laporan akses informasi publik yang
terbaru.

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan
berdampak bagi publik (KP6)

KP6 terpenuhi apabila terdapat informasi tentang peraturan keputusuan, dan/atau
kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik berupa infromasi apapun yang
sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami atau paling tidak tersedia hyperlink yang
menuju ke Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) badan pubik terkait.
Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik (PMI7)

PMI7 Terpenuhi jika terdapat informasi tentang prosedur memperoleh informasi
publik berupa infromasi apapun yang sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami.
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran oleh Badan Publik (TP8)

TP8 terpenuhi apabila terdapat informasi tentang tata cara pengaduan
penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik berupa infromasi
apapun yang sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami atau paling tidak tersedia
hyperlink yang menuju ke halaman Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR).
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9. Informasi pengadaan barang dan jasa (PBJ9)
PBJO terpenuhi apabila terdapat informasi tentang pegadaan barang dan jasa berupa
infromasi apapun yang sudah diolah, lengkap, dan mudah dipahami atau paling tidak
tersedia hyperlink yang menuju ke halaman Layanan Pengaddaan Secara Elektronik
(LPSE)

10. Informasi tentang ketenagakerjaan (TK10)
TK10 terpenuhi apabila terdapat informasi apapun terkait informasi ketenagakerjaan
yang terbaru.

11. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat (PE11)
PE11 terpenuhi apabila terdapat informasi apapun tentang prosedur peringatan dini
dan evakuasi keadaan darurat.

Penutup

Demi objektivitas dan keabsahan penelitian, di mohon untuk membaca dengan seksama
seluruh protokol pengisian lembar coding ini, jika ada masalah silakan menghubungi penanggung

jawab lembar coding melalui e-mail: skripsifathur@gmail.com.
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Lampiran 2 — Hasil Coder 1

Coding Sheet

Nama: Rezky Dina Informasi Wajib Disediakan Secara Berkala
Tanggal 12-16 July 2022 Browser : Google Chrome Desktop
Kabupaten/Kota

ID Deskripsi . e £, e é‘ § | | | E £

=S IS T - < I e I - O - I O - A =
PB1 | Profil Badan Publik 12222 a{a)a)afa]jaf{a]a)2a]1]1]1]2]2|1]1][1]1
PK2 Informasi Program dan Kegiatan ol2l2lo0lol2lo0lolol2/2lo0lo0/lololololololololololo
KBP3 | Informasi Kinerja Badan Pubik olol2lolol2|lo0lolol2lolololololol2lololololol2]|0
LKA4 | Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit olololololo|lolol2lo0l2/0/0/0lolololololololo|2]|0
AIP5 | Laporan Akses Informasi Publik 110/o0lo0lolol12/0lo0lololololololololololololololo
KP6 | Informasi Regulasi 1|1]1f1|1|2|2fo|1|1|ojlofjof1|la|2|o]2|2|1]|1]0|1]1
PMI7 | Prosesdur Memperoleh Informasi 210l 1lo0lolol2lolol2lolol2l212121211121l0l0lo0|2]2
TP8 Tata Cara Melaporkan Penyelewengan ol2l1l2l1l2l212l2l12lol1l12l2l1l2l1lol2l1l2l0]l1]|2
PBJ9 | Informasi Pengadaan Brang dan Jasa 11o0l1lo0l1]1 111 110 ol1|1|0|21|1]1|1]|]0|0]|1
TK10 | Informasi Ketenagakerjaan 21 210l2|2]2 210/ 2l0l0|l0|O0|2|0|0|/0O0|0O|O|l0O0|O0O]| 2|2
PE11 | Informasi Bencana dan Keadaan Darurat 2121 210lo|l212l21210lo0|l2l0l2|2|2/0|l2|0l0]0]2|2]?2
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Lampiran 3 — Hasil Coder 2

Coding Sheet

Nama: Ifkar Alhag Informasi Wajib Disediakan Secara Berkala
Tanggal 12-16 July 2022 Browser : Google Chrome Desktop
Kabupaten/Kota

ID Deskripsi . e £, e é‘ § | | | E £

D= S I O O I G I s s - S - - 0 = O =
PB1 | Profil Badan Publik 1222122222222 )2|2]1]1]1]2]1|1]1]1]1
PK2 Informasi Program dan Kegiatan ol212l0lo0l2|l0l0/0|2|2l0/l0/0/0|0|0|l0]lO0|O|lO|O|O|O
KBP3 | Informasi Kinerja Badan Pubik 210l2l0lo0l2|ololol2lo0/lololololol2/o0lolololol2]0
LKA4 | Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit olololo|lo|lo|lo|lo|2/o0|l2/0/ololololololo|lolo]o|l2]o0
AIP5 | Laporan Akses Informasi Publik olololololololololololololololololololololololo
KP6 | Informasi Regulasi 1111|2111 |lof1|1|/0]0]jO|2|1]|21|0|1|2|2|1]0]|12]1
PMI7 | Prosesdur Memperoleh Informasi 210l 2lo0lolol2lolol2lolol2l211212/211121l0]l0lo0|2]2
TP8 Tata Cara Melaporkan Penyelewengan 1120111l 1l1l2l1l1l12l0l12l1l2l1l2l12lo0l2l2l2l0l12]2
PBJ9 | Informasi Pengadaan Brang dan Jasa 11ol1lol2l1l2lalalal1lolalalalalolalalal1lalala
TK10 | Informasi Ketenagakerjaan 2121012121212l 21l0l2l0l0/l0|l0l2|0/0/0/l0l0]o0lo|2]|2
PE11 | Informasi Bencana dan Keadaan Darurat 21111l0lo0l2/12l2l2l0lo0l2lo0l2|l2|l2l0l2|l0l0|lo0|l2|2]|2
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Lampiran 4 — Hasil Uji Intercoder Reliability

Uji Reliabilitas Antar Coder
1. Profil Badan Publik (PBP1)

Kabupaten/Kota Coderl | Coder2

2
o

Kota Makassar

Kota Palopo

Kota Pare-Pare

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Barru

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Enrekang

Kasbupaten Gowa

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Maros

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pinrang

L N R G R R G R R RO

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sinjai

N

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Takalar

Kabupaten Tana Toraja

L R G R R L R T T N P P P ORI O T

Kabupaten Toraja Utara

L e

Kabupaten Wajo

>I>>|>>|> > >>>>>0>>>>>>>>>>>

Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(23)/24+24= 0.95
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2.

Informasi Program dan Kegiatan (PK2)

Kabupaten/Kota

Coderl

Coder2

2
o
>

Kota Makassar

Kota Palopo

Kota Pare-Pare

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Barru

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Enrekang

Kasbupaten Gowa

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Maros

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pinrang

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Takalar

Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Wajo

O O] O] O O] O] O O| O| O] O| O] O N M| O| O] O N O] O] M M O

O O] O] O O] O] O O| O| O] O| O] O N M| O| O] O] N O] O] M M O

I > >>>D>>>>>D>>>>>P

Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(24)/24+24=1
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3.

Informasi Kinerja Badan Publik (KBP3)

Kabupaten/Kota

Coderl

Coder2

2
o
>

Kota Makassar

Kota Palopo

Kota Pare-Pare

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Barru

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Enrekang

Kasbupaten Gowa

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Maros

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pinrang

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Takalar

Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Wajo

O | O0O OO0 OO0 O|ONM|O|O|O|N|O|O|N (oo

o N OO0 00O OO0 |0O|0ON O |0 O0|N (O |0 (N (o (d

>I>>|>|>>>>>>>>>>>>>> P> P> > P> >0

Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(23)/24+24=0.95
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4.

Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit (LKA4)
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(24)/24+24 = 1
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5.

Laporan Akses Informasi Publik (AIP5)
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(22)/(24+24) = 0.91
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6. Informasi Regulasi (KP6)

Kabupaten/Kota Coderl | Coder2

2
o
>

Kota Makassar

Kota Palopo

Kota Pare-Pare

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Barru

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Enrekang

Kasbupaten Gowa

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Maros

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pinrang

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Takalar

Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Toraja Utara

R lkrlokRrlPIRPIFPOIRPIRPIRPOIOIOIR|IF|O|FR[FP|FP|FPR PP~
R lkrlorRrlPIRPIFPOIRPIRPIRPOOIOIR|IF|OR[FP|FP|FPR|FL|F|R~

Kabupaten Wajo

>IN

Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2 )= 2(24)/24+24 = 1
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7.

Prosedur Memperoleh Informasi (PMI7)
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(21)/(15+15) = 0.87
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8.

Tata Cara Melaporkan Penyelewengan (TP8)
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(23)/24+24=0.95
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9.

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ9)

Kabupaten/Kota
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(21)/24+24 = 0.87
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10. Informasi Ketenagakerjaan (TK10)
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2)= 2(24)/24+24 = 1
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11. Informasi Bencana dan Keadaan Darurat (PE11)

Kabupaten/Kota Coderl | Coder2 A/DA
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Coeficcient Realibility: 2M/(n1+n2) = 2(19)/(15+15) = 0.79
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Lampiran 5 — Laporan Layanan Informasi Publik

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Wajo 2021

B wajo.pdf

Sampul

Unduh File

hitps://drive. poogle.comdTile/
d1gBwuChSrL2Ipeej4n TuuSdsUOoQRDET view Pusp-sharing

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Takalar 2021

APORAN TAHUNAN

PLAABAT PUSGELOLA INFORMAS DA
[

Bl Takalarpdf

Sampul

Unduh File
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JTmFzRDT view usp-sharing

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Soppeng 2021

@ soppeng.pdf

Sampul
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[m]7" e

Unduh File

hitps://drive. google. com/file/d' | W-rCW _F-
BFOVhdMERdhWOcRLAGTjpebF view Tusp-sharing
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Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pinrang 2021

PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

Pinrang.pdf

Unduh File

Sampul

htps:idrive, google.com/file
A/ 15 Tkqn7SNeSZzqNMEAkenOWpLTT5ThYoe/view

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Parepare 2021

PEMTRIN Tam
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Parepare.pdf

Unduh File

Sampul

https:/idrive. google comfile!
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Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Palopo 2021
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DIXAS KOMUNIEAS] DAN INFORMATIEA

KOTA PALOPO

ror]

Palopo.pdf

Unduh File

Sampul

https:/idrive. google comfile!
d/1g51YBSsRIKdvMEZIW Jzadzhgg G282 00 view
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Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Luwu 2021

@

LAPORAN LAYANAN
INFORMASI & DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2027

e

Luwu.pdf

Sampul

Unduh File

htips://drive.google.com/file/
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Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 2021

B Luwu Utara.pdf

Sampul

Unduh File

htps://drive.google.com/file/
d/1601z5a4B3VhNS6 YealsUeETnS00ZDgKQ/view?usp-sharing

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Gowa 2021

LAPORAN LAYANAN
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PPI) KABUPATEN GOWM TAHUN 2021

B Gowa.pdf

Sampul

Unduh File

htips://drive.google.com/file/
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Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Enrekang 2021

B0 Enrekang.pdf

Sampul
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Unduh File

hps:idrive. google.com/file/d’ 1 8glpBbVTIFgvkRIBp_ved TOfgwh-
U756 viewusp-sharing

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bone 2021
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EZ Bone.pdf

Sampul

Unduh File
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Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bantaeng 2021
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[0l Bantaeng.docx

Sampul
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Unduh File
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